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Peraturan Terkait




Definisi Perkawinan
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Pasal 1 UUP:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara
seorang pria_dengan seorang wanita sebagai

suami isteri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.




Perkawinan diluar Indonesia
Pasal 56 UUP

Sah bilamana:

1. Dilakukan menurut hukum yang
berlaku dimana perkawinan itu
dilangsungkan.

2. Tidak melanggar ketentuan-ketentuan
UUP.

3. Dalam waktu 1 tahun setelah suami
isteri itu kembali di wilayah Indonesia,
surat bukti perkawinan mereka harus
didaftarkan di kantor Pencatatan
Perkawinan tempat tinggal mereka.




Perkawinan Campur
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KEWARGANEGARAAN SUAM
DALAM PERKAWINAN CAMPUR

(Pasal 26 Undang-Undang Kewarganegar

=

=

WNI yang menikah dengan orang asing kehilangan
warga negaranya jika menurut hukum negara
pasangannya, kewarganegaraannya mengikuti
pasangannya tersebut karena perkawinan, kecuali
mengajukan surat pernyataan tetap VWNI.




KEWARGANEGARAAN ANAK PERKAWINAN CAMPUR

PASAL 6 Undang-Undang Kewarganegaraan

ganda sampai usia 18 tahun

Bisa berkewarganegaraan
atau menikah.

)/ Paling lambat 3 (tiga) tahun
setelah anak berusia 18 (delapan
belas) tahun atau sudah kawin
harus sudah memilih
kewarganegaraan.



MACAM-MACAM ANAK

‘asiaz
».

love - wisdom - cerlainl

Anak Sah

Anak sah adalah anak yang
dilahirkan dalam atau
sebagai akibat perkawinan
yang sah (Pasal 42 UU
Perkawinan No. 1 tahun
1974).




Putusan Mahkamah Konstitusi

» Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak
yang diahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan
lbunya dan keluarga ibunya’, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan lakiaki yang
dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat
bukti lain menurut hukum temyata mempunyal hubungan darah sebagai
ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar
perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya

Serta dengan lakiHaki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan imu
pengetahuan dan fteknologi danvatau alat buki lain menurut hukum mempunyai

hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya’
* Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

* Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republk
Indonesia sebagaimana mestinya;




Pasal 39

(1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan
yang terbak bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat
kebiasaan sefempat dan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

(2)_Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada avat (1) tidak
memutuskan hubungan darah antara Anak vang diangkat dan
Orang Tua kandungnya,

(2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan
identitas awal Anak.

(3) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang
dianut oleh calon Anak Angkat.

(4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat
dilakukan sebagai upaya terakhir,

(4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan
mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).

(5) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak
disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Akibat hukum pengangkatan anak tersebut,
antara lain:

1) Pasal 12 memberikan ketentuan, bahwa adopsi
menyebabkan anak angkat terssbut berkedudukan
sama dengan anak sah dan perkawinan orang tua
yang mengangkatnya. Termasuk, jika vyang
mengangkat anak tersebut seorang janda, anak
angkat (adoptandus) tersebut harus dianggap dan
hasil perkawinan dengan almarhum suaminya

2) Adopsi  menghapus semua  hubungan

kekeluargaan dengan keluarga asal, kecusli dalam

hal:
a) Pendsrajatan kekeluargaan sedarah dan

semenda dalam bidang perkawinan;

b) Ketentuan pidana yang didasarkan atas
keturunan;

c) Mengenai perhifungan biaya perkara dan
penyanderaan;

d) Mengenai pembuktian dengan saksi;

el Mengenai saksi alam pembuatan bukti




Pasal 867 KUHPerdata

Anak zina tidak mendapat
waris, hanya mendapat nafkah
seperlunya kepada mereka.

TJTANNCAN IPVERK ATI ZIINA



PUTUSAN MA No. 3113K/Pdt/1999 Tanggal 30 Agustus
2001.

Seorang anak asuh yang diasuh sejak kecil sampai remaja dan ikut membantu dalam
usaha orang tua asuh, dan orang tua asuh tidak memiliki maksud untuk mengangkat
anak asuh tersebut sebagai anak angkatnya, maka menurut Putusan MA anak asuh

tidak memiliki hak sebagai ahli waris.




Harta bawaan § Harta Perolehan

Warisan dan
Hibah




Perjanjian Pisah Harta Sebelum M

* Dibuat sebelum perkawinan
dilangsungkan

* Dibuat dihadapan Notaris

 Disahkan oleh pegawai pencatat
perkawinan




Perjanjian Kawin Sebelum Menikah
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TANGGAL
NOMOR

ASTRID SETIANINGSIH S.H., MK

NOTARIS/ PPAT WARGA NEGARA
NATIONALITY ™7

KUTIFAN AKTA

b0/ L AV ' EXCTRPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

irkan Akta Perkawinan Nomor ;

- of Marriage Certificale Number
moenurut stbld

in accordance with state gazette B ———— - — .
bahwadi | ]......pada tanggal
thatin ; on dafe

lahun, slah tercatal perkawinan antara;
on year U @marriage was recorded between

oli

yang telah dilangsungkan d!hndapan pemuka ; agama Kristen
which Is conducted in accepfarice Witk a clergyman CHFBTH
yang bernama '
Iy rame s

pada tanggal
on dale

or year
Dalum pencatman perkawinan mercka ini, telah disah¥an perianiing nestosyingn e

di Kabupaten pernng bernama AS] h satu, l-’ll'l_-,f,«'ll scmbﬂ:m
September duaribusebelas dibawah A¥ —

el R L @1 Jakarta
Kutipan ini dikeluarkan in fakoren

The excerptis fssued
pada tanggal l

NOTARIS/ PPAT 1 date

tration of South Jak




Perjanjian Kawin Setelah Menikah
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XI1/2015

2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

9. AMAR PUTUSAN Perkawinan (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 1974

Mengadili Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Menyatakan: 3019) tidak mempunyai kekuataan hukum mengikat sepanjang tidak

| Nengabulan peohoan Pemon ok eaga, dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan altau selama dalam

Ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama

. Pesal 2) aya V). M- Gnaang Nomor . TGO tentang dapal mengajukan perjanjian tertulls yang disahkan oleh pegawai

Perauinan (Lemoran Negara Republk noonesi Taun 1574 pencalat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”
3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republk
Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Indonesia Tahun 1945 sepanang lidak dimaknal “Peca wakl, : ; ,
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

sebelum diangsungkan alau seiama oalam ikalan perkawinan keala Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor

U901 ML PR e e e aiain e 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

el yang dsankan o pegal pencall peranan aa Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai *Perjanjian tersebut

o, seleah mane Siya Deriu J1g2 emadp prak kelge mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan

separjang pnak kelga ersenghut” lain dalam Perjanjian Perkawinan'




14, Fasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomar 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan (Lembaran Negara Reputlik Indonesia Tahun 1974

Nomar 1, Tamoahan Lembaran Negara Repuolk Indonesia Nomer

3019) tidak mempunyal kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknal *Peanjan tersebut mulal beriaky sejak perkawinan

dlangsungkan, kecual ditentukan [ain dalam Peranjan Perkawinan”,

15, Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan (Lembaran Negara Reputlik Indonesia Tahun 1974
Nomar 1, Tambahan Lembaran Negara Repuolk Indonesia Nomar
3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sepanjang fidek dimaknal *Selama
perkawinan berlangsung, perjanjan perkawinan dapat mengenai
harta perkawinan atau perjanfian lainnya, tak dapat diubah atau
ticabut, kecuall bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk
mengubah afau mencabu, can perubahan alau pencahuian i fidak

menighan pihak kefige';

merughan pihak kefiga’

3. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomar 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor
3019) tidak mempunyai kekuatan hukum menghkat sepanjang tidak
timaknal *Selama perkawinan berlangsung, peranjian perkawinan
dapat mengenai harta perkawinan atau perjanfian fainnya, fidak
(apat dlubah atau dicabuf, kecuall bila dan kecbia belah pihak ada
persetujuan unfuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau

pencabutan fu fidak merugikan pihak kefiga';

2. Memerntahkan pemuatan pufusan il dalam Berita Negara Republik

Indonesia sebagaimana mestinya:

3. Menolak permohonan Pemahon uniuk selain dan selebinnya.

Demiian diputuskan dalam Rapat Permusyawaraian Hakim oleh sembilan
Hakim Kontiusi yaitu Arief Hidayal, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar
Usman, Wahiduddin Adams. Manahan M.P Sitompul, Pairalis Akbar, Aswanto,
Suhartoyo, Maria Farida Indiat, dan | Dewa Gede Palguna, masing-masing
sebagal Anggota, pada hari Senin, fanggal dua puluh satu, bulan Maret, tahun
dua ribu enam belas, dan hari Selasa, tanggal delapan belas, bulan Oktober,
tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah

Konsfitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan

Oktober, tahun dua rbu enam belas, selesa dcapkan Pukul 10,31 WIB, oleh
semblan Hakim Konsttuslyai Avief Hidayat, selaku Kelua meranckap Anggoia
Anwar Usman, Wahicuadn Adams, Manahan M Stompul Patials Akbar,
Rewanto, Sunartoyo, Mara Fanda Indra, dan | Dewa Gede Palguna, masing:
masing sefagai Anqgota, dengan didamping oleh Achmad Ed Subiyania sebaga

Panitra Penggant, dihadri oleh Pemahon, Presien atau yang menwakil, dan

Desian Perwakan Rakyat et yang mewk

KETUA,

ftd.

Arif Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

fil fid.

Anwar Usman Wahiduddin Adams

fid fid

Wanahan P Sitompul Rswanto




NOTARIS

SK MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
TGL. 1

SALINAN

AKTA ¢ PERAJAVSTAN KAUIN

TANGGAL

NOMOR

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Tunjungan 1-3 Surabaya 60275
Telp. (031) 5318916, 5318917, 5318835, 5318836 Fax. (031) 5318856

DISISINY A AKTA PERKAWINAN NOMOR]

KANTOR CATATAN SIPIL  KOTAMADYA D,
TERTULIS ;

Berdasarkan akta perjanjian perkawinan Nomor l ] yang dibuat dihadapan

Notaris 1 I}'-'IIIL' berkedudukan di Kabupaten Tangerang

telah mengadakan kesepakatan bersama atas perjanjian perkawinan sebagai lampiran dalam akia

perkawinan,

= - . rerkawinan Nomor
Dari pencafatan peganjian kawin mana  fercatal dalam Daftar Akta Perkawinan

l. k 1994 atas nama l

cepala Dinas
| ] dibuat olch saya, | ] et

4 4 2019 dengan Momor
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 18 Februari 2019 dengan f

15/2019.

——KEPALA DINAS
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1. Istri: 50% + 25%

2. Anak: 25%

1. Istri : 50%

2. Anak : 50%



SURAT KETERANGAN WARIS

Bagi warganegara Indonesia asli

SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

Rami yang berianda tanpan di bawah ioi, ahli waris almarhus yang dari Alm.
=I deagen disaksikan oleh 2 {dua) ormng saksi masing-masing bernama :
E o

Mensrangkan dengan sesunpgubnyn dan sangpup diangket Sumpal bahwa Almarhum | m—
J Menlagzal Donia  dan tempat tinggal teralkhir Jalaa &
Eehezaban [

At dan dari perkawinan Almarhum dengan istrinya yang |

bLermoma 1l ) 3 (Tiga) yakni:

I\
L Tempat Tanggeal Lshir]
2 Tempat Tanggal Lahir,)
3. Tempat Tanggal Lahir,

& Demikian Swat Keterangan Ahli Waris ini dibuat dengan penoh tanggung jawab untuk dapat
dipergunakan sebngaimana mestinya
]

i C——————. 22 Mei 2014
Salesi-paleei @ Ahli Waris ]

i Menceishui




SURAT KETERANGAN WARIS
Bagi keturunan Tionghoa

NOTARIS NOTARIS

=1

== SALINAN ===

AKTA ' AKTEA

PERNYATAAN HAK MEWARIS

KETERANGAN HAK WARIS




12. Permohonan yang dilarang,

a. Permohonan untuk menetapkan status k:pnmijﬂm
atas suatu benda, balk benda bergerak ataupun tidak
bergerak. Status kepemilikan suaty benda diajukan
dalam bentuk gugatan, '

i i CLADEAN STHTUS Kéan i
sescorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam
suatu gugatan,

¢. Permohonan untuk menyataken suaty dokumen atau
sebuah akta adalsh sah. Menyatakan suatu dokumen
atau sebuah akfa adalsh sah harus dalam bentuk
Bugatan,

. Untuk mengalihkan status kepemilikan benda tetap,
seperti menghibahkan, mewakafkan, menjual, membalik
nama sebidang tanah dan rumah, yang semula tercatat atas
nama almarhum atau almarhumah, cukup dilakukan ;

a. Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris Adat, dengan
surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris
yang bersangkutan sendiri, yang disaksikan oleh Lurah
dan diketahui Camat dan desa dan kecamatan tempat
tinggal almarhum,

b. Bagi mercka yang berlaku Hukum waris lain-lainnya,
misalnya Warga Negara Indonesia keturunan Hindia,
dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh
Balai Harta Peninggalan (perhatikan Surat Edaran
Menteri, Direktur Jenderal Agraria, Kepala Direktorat
Pendaftaran Tanah ub, Kepala Pembinaan Hukum,
R.Soepandi tertanggal 20 Desember 1969, No, Dpt/
112/63/12/69, vang terdapat dalam buku tontonan bagi
Pejabat Pembuat Akte Tanah, departemen dalam
Negeri, Ditjen Agraria, halaman 85).

14, Akta Di Bawah Tangan Mengenai Keahliwarisan.
a idi li waris almarhum

suatu surat pernyataan bahwa dia mereka adalah ahli
waris, dengan menyebutkan kedudukan masing-

LT

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN
ADMINISTRASI PENGADILAN DALAM EMPAT
LINGKUNGAN PERADILAN. BUKU Il EDISI
2007

hubungan keluarga yang 4
dibuat tersebut g, .

meninggal.
dimintekan untuk disal
Ketua Pengadilan Negeri.

pernyataan tersebut dihadapan para pihal, Ketuy
P:l‘lgﬂdilﬂn Neggr[ atau I‘Iakll'n Yang dl’hlnj:uk
mengesahlan tanda tangan mereka  berdasarkg,
ketentuan Pasal 2 (1) Stbld. 1916-46 dengan cap,
dibawah pernyataan tersebut dibubuhi kalimat :
Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua/Hakip
Pengadilan Negeri meneranghkan, bahwy
bemama .................... telah saya kenal atan telay
dipetkenalkan kepada saya, dan kepadanya‘merela
telah saya jelaskan isi pernyataan dalam akta tersebyt
di atas, dan setelah itu ia/mereka membubuhkan
tandatangannya dihadapan saya,
- Surat keterangan ahli waris tersebut hanya berlaku
untuk suatu keperluan tertentu, karena itu dibawahnya

dicantumkan dengan hurufhuruf besar g i
(sebagai contoh)) : sebagai berikut

Catatan ;

kg dilrawak fanEan 5
erlaky  pnml mengﬂ::;:!g 1:;‘3';' Btk s

Register yang khusus disediakan
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Legitimate Portie

Pasal 914 KUHPerdata:

1)

2)

3)

4)

5)

Jika anak satu 1/2 dari harta peninggalan
yang sedianya diterima oleh anak itu pada
pewarisan karena kematian;

Jika anak dua masing-masing 2/3 dari
bagiannya yang sedianya diterima oleh
anak itu pada pewarisan karena kematian;

Jika anak tiga masing-masing 3/4 dari
bagiannya yang sedianya diterima oleh
anak itu pada pewarisan karena kematian;

Untuk orang tua selamanya setengah dari
bagiannya sebagai ahli waris; dan

Untuk anak luar kawin yang telah diakui =
1/2 dari bagiannya sebagai ahli waris.




N Pasal 911

Suatu ketetapan wasiat yang dibuat
untuk keuntungan orang yang tidak
cakap untuk mendapat warisan, adalah
batal, sekalipun ketetapan itu dibuat
dengan nama seorang perantara.

Yang dianggap sebagai orang-orang
perantara ialah bapak dan Ibunya,
anak-anaknya dan keturunan mereka

I  samialau sten

AUT [ SM?




PARTNERSHIP
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PARTNERSHIP

love « wisdom - cerlainly

Menyesuaikan klausula dalam konsep dasar wasig
dlqunakan olen Notaris dengan fakta atau keadaan ya

.......



QN PARTNERSHIP

love - wisdom - cerlainly

Menunjuk pelaksana wasiat secara tidak tepat.

= -

Know About

Executors Of A Will







Pasal 874 KUHPerdata :

Segala harta peninggalan seseorang yang
meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian
ahli  warisnya menurut undang-undang,
sekedar terhadap itu dengan  Surat
Wasiat tidak telah diambilnya sesuatu
ketetapan yang sah.

Pasal 875 KUHPerdata

Adapun yang dinamakan surat wasiat atau
Testamen ialah suatu akta yang memuat
pernyataan seseorang tanpa apa yang
dikehendakinya, akan terjadi setelah ia
meninggal dunia, dan yang olehnya dapat
dicabut kembali.




Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud
dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau
sekumpulan data elektronik, termasuk
tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,
gambar, peta, rancangan, foto, electronic
data interchange (EDI), surat elektronik
(electronic  mail), telegram, teleks,
telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,
angka, Kode Akses, simbol, atau
perforasi yang telah diolah yang memiliki
arti atau dapat dipahami oleh orang yang
mampu memahaminya.

Pasal 5
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik dan/atau hasil cetaknya
merupakan alat bukti hukum -‘
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HUKUM WARIS ADAT
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Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama, dalam Undang-undang
ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang
berpuncak pada Mahkamah Agung, sesuai dengan prinsip-prinsip wyang
ditentukan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Dalam Undang-undang
ini diatur susunan, kekuasaan., hukum acara, kedudukan para Hakim, dan
segi-segi administrasi lain pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi
Agama. Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama wntuk
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang
vang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat., hibah, wakaf,
dan shadagah berdasarkan hukum Islam. Bidang perkawinan yang dimaksud
disini adalah hal-hal yvang diatur dalam Undang-undang MNMomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (Lembaran MNegara Tahun 1974 NMNomor 1, Tambahan
Lembaran Megara NMomor 3019). Bidang kewarisan adalah mengenai penentuan
siapa-siapa yvang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan
bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta
peninggalan tersebut, bilamana pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan
hukum Islam. Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara
dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yvang akan dipergunakan

dalam pembagian warisan.

Dalam Undang-Undang ini kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum
masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syari'ah. Dalam kaitannya dengan perubahan Undang-Undang ini pula,
kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : 'Para Pihak sebelum berperkara dapat
mempertimbangkan untuk memilih hukum apa vang dipergunakan dalam pembagian warisan', dinyatakan dihapus,




Angks 36

Pasal 48

Angks 37

Cukup jelas

Pasal 49

Penyelesaan sengketa ndak hanya dibatas: di idang perbankan syanah melankan juga d bedang ekonomms
syrar ok lasriryvyes

Yang dimaksud dengan |"antara orang-orang yang beragama bslamm alah termaswuk orang atauw badan
hulkurm yang dengan san ukowm islarm mengenas halhal yanog
rmenjad kewenangan Perachlam Agormms sesuas cenogan boeten tuan Pasal s

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diaber dalam atou berdasarkan wdsmng-
umclang rmengensl perkavwianan yang Derlabou yang oilakouscan rreersonu . sy ey, amtars lasn

1 rmn bernistn lebih dan seorsrg.
-3 rzmn melangsungcan pesricavwinan bagl orang yang belurm berusia 27 (dua pulubh setu) tabon, delarm

hal orang tua wall, @tau keluargs dalam gans unues ads perbedaasn pendopest
dispensas kawwn

Pencegmime per ko,

penciakan perkavinan oleh Pegawad Pencatat hikah,

rermbae talary prer i arvwirnae

augatan kelaladan atas kewajiban suans dan st

Ppercerman kanena talak

IS T et e T ey

penyelesaan harta bersama;

PengrumEmarT ok -orab,

by dapal memikol bDiayas pemeliharaan dan pendiciikan amnak bilarmans Doapak yang sehanuesnys
bertangguung javab ndak rmermatuhimyE;

3 penentuan kewaspban memben biays penghwdupan oleh susmme kepoads Deloas SW StEu pPrerver Ty
Serm i koewea by ol Bk st

14 putusan tentang sah bdaknya secrang anakc;

15 UL Sy e TGy e Caltiu lan Kekuasamn oramg tue,

T pencabutan kekussaan waall;

L Ppenunjukan orang lain sebaga wall oleh pengaciian dalam hal elousosanm Seormnmg wali dicabwat

18 penunjukan secrang wall delam hal seorang anak yang belurm cukup umur 18 (delapan belas)
tahun yang ditinggal kedua orang Tuanya:

e Permibetyanan kevajiban ganm kenogian otas hoarte bends amak yang edce o el ke saamnnya;

20 penetapan asal-usul seocrang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkcan hubkos isdam:

21 Putusan tentang hal penolakan pembenan keterangan untub mMelakukan Pericawinam Carmpuran;
22 ey faan Sen barg sabwya peerlcavwinaen yareg  terjach setelurmy Undcang -Undiaeg Mommeor T Taban 1974
tentang Perkawinan dan dijalankan menurul peraturan yang lain

Huruf D
Yang dimaksud dengan “wans" sdalah penentuan siaps yang menjadl ahll war s, peren isanm rrversgenasl
harta peninggalan, penentuan bagran massng-masing ahli warts, dan melaksanakan pembagian harta
perunggal an tersebut serta penetapan pengadilan atas permobhonan seseorang tentang penenfuan siapa
yang menjadi ahli war s, penentuan Dagian mMmasing-rrasing ehdl warns

Humuf o
Yang dimaksud dengan “wasiatr adolah perbuoastan sesecrnng meembenikan suatu benda atau muanfoset
kepads orang lain ateu lembaga/Badan hukum, yang Deslobkuy setedab yorg muermdrernl tersebut mmenin
.

Hurwf o
Yarvg demaksud dengan “Thiah™ adalah permbernsian suatu benda secara sukareia dan tanpa (mbalan dar
sesecorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan holum woetukc crmadiba

Huruf e
Yang dimakswd dengan “wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakaf) otk
mermesahkan dan/atau menyerahkcan sebagian hara benda miliknys ontuk dimanfaatkan selamanys atEau

um ek gangica wak Du e tenhu sesua dengan epen inganamys guna keperfuan ibadah danSataus kesegoah ter oy
LTI FTSrTUnu sy i e



PENGAMPUAN

Siapa?
Pasal 433
KUHPerdata




PENGAMPUAN(lanjutan)
Proses

Pasal 436 KUHPerdata

Semua permintaan akan pengampuan, harus dimajukan
kepada Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya
orang yang dimintakan pengampuannya, berdiam.

Orang yang diminta pengampuan harus didengar
pandangannya dan juga keterangan dari keluarga sedarah
(jika perlu) (Pasal 439)




PERWALIAN
PP No. 29 Tahun 2019

Pasal 3 ayat 1
Alasan » Orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, tidak
dapat melaksanakan kewajiban




PERWALIAN (lanjutan)

* WNI dan berdomisili di Indonesia
 Mampu secara ekonomi
« Berumur paling rendah 30 tahun untuk

no 1 dan 3 dan umur 21 tahun untuk no
2

Sya rat Wal i * Dan umur 21 tahun untuk no 2

« Beragama sama dengan agama yang
dianut anak

* Mendapat persetujuan tertulis dari
suami/istri bagi yang sudah menikah

 Pasal 16

Anak telah berusia 18 tahun

Anak meninggal dunia

Wali meninggal dunia, atau

Wali yang badan hukumnya bubar

Berakhirnya gz e s

Pasal 17

Wali dicabut berdasarkan penetapan
atau putusan pengadilan.
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